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ABSTRAK

Intelijen itu sendiri diartikan sebagai orang atau pihak yang bertugas mencari
informasi dan selanjutnya menghadirkan informasi tersebut secara bertanggung jawab
kepada pihak yang diperjanjikan sebelumnya, atau jika dalam suatu instansi adalah
pimpinan. Intelijen bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan
tentang suatu objek yang diselidikinya. Intelijen juga ditemukan keberadaannya di
lingkungan Kantor Imigrasi Klas I Tanjungpinang. Keberadaan intelijen dalam hal ini
adalah untuk memberikan informasi dan pelaksanaan pengambilan keputusan bagi
pimpinan dalam menelurkan kebijakan di bidang pengawasan warga negara asing.

Dari uraian di atas memberikan suatu rumusan masalah bahwa : pengaturan
hukum intelijen keimigrasian dalam memberikan keamanan bagi negara Republik
Indonesia? Dan Bagaimana fungsi intelijen keimigrasian dalam hal pengawasan orang
asing?

Dengan menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan sosiologis empiris maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa:
Pengaturan hukum intelijen keimigrasian dalam memberikan keamanan bagi negara
Republik Indonesia adalah untuk memperoleh bahan keterangan tentang segala hal
dari pada objek sasaran intelijen, yang diperlukan untuk menunjang perencanaan,
pelaksanaan dan administrasi intelijen keimigrasian. Bahan keterangan hasil pekerjaan
intelijen keimigrasian yang diperoleh dalam penyelidikan intelijen keimigrasian yang
bersifat strategis maupun taktis dipergunakan secara timbal balik untuk kegiatan:
Operasi intelijen keimigrasian itu sendiri, Pengungkapan suatu jaringan yang
berhubungan dengan pelanggaran ketentuan perihal keimigrasian di Indonesia,
Pengambilan keputusan bagi pimpinan dan Sebagai pendukung kegiatan pokok
Direktorat Jenderal Imigrasi.

Fungsi intelijen keimigrasian dalam hal pengawasan orang asing pada
pokoknya adalah memberikan informasi dalam hubungannya dengan tindakan
keimigrasian yang akan dilakukan terhadap pelanggaran dan kejahatan keimigrasian.
Selain itu fungsi intelijen keimigrasian juga memberikan informasi kepada para
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pengambil kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal imigrasi perihal tindakan dan
perencanaan pengawasan orang asing di kemudian hari sehingga orang asing yang
berada di Indonesia dapat difungsikan secara tepat guna dan hasil guna.

Kata Kunci :
- Intelijen
- Warga Negara Asing
- Keamanan Negara
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BABI
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Di dalam melaksanakan tugas Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia
Republik Indonesia maka tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi adalah
sebahagian penyelenggaraan tugas dari Departemen tersebut. Dalam melaksanakan
tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi maka perlu dilakukan suatu upaya
penciptaan kondisi dan situasi yang baik dan aman serta kondusif agar tujuan dari
tugas pokok tersebut dapat dicapai. Untuk hal yang demikian maka diperlukan
peranan Intelejen Keimigrasian sebagai upaya penciptaan kondisi dan situasi yang
baik dan kondusif tersebut.

Secara eksplisit, istilah Intelijen Keimigrasian tidak tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Namun demikian
secara substantif dan fungsi merupakan suatu kegiatan yang melekat pada
organisasi Imigrasi mulai dari Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan HAM ditangani oleh Kepala Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem
Informasi Keimigrasian serta Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI,

Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian pada Kantor
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Wilayah Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
dibidang Intelijen dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Penindakan Keimigrasian
serta Sistem Informasi Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Secara teoritis intelijen itu sendiri diartikan sebagai orang atau pihak yang
bertugas mencari informasi dan selanjutnya menghadirkan informasi tersebut
secara bertanggung jawab kepada pihak yang diperjanjikan sebelumnya, atau jika
dalam suatu instansi adalah pimpinan.' Intelijen bertugas mengumpulkan dan
menganalisis informasi yang relevan tentang suatu objek yang diselidikinya.?

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelidikan intelijen keimigrasian
Direktorat Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal imigrasi maka penyelidikan
kemigrasian merupakan salah satu kegiatan intelijen dalam rangka memperoleh
atau mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan keterangan sebagai usaha
penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan, baik di bidang pembinaan
maupun operasional Direktorat Jenderal imigrasi yang sangat berguna bagi
pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi.

Berdasarkan hal tersebut maka Intelijen Keimigrasian memiliki tugas:

1. Sebagai dasar bagi pimpinan untuk mengambil keputusan untuk melakukan

tindakan pencegahan dini, pendeteksi dini dan pemberi peringatan dini

! Mohammad Fajrul Falaakh, “Batas-Batas Juridis dan Kontrol Peradilan Terhadap Intelijen”,
www.mohammad_fajrul_falaakh.com, Diakses tanggal 1 April 2009.
2 Amir Syamsuddin, Integritas Penegak Hukum, Kompas, Jakarta, 2008, halaman 26.
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